
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); «/ 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pernerintah Nornor 71 
Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pernerintahan 
Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Sistern Akuntansi 
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan 
Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum 
Sistem Akuntansi Pernerintahan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akmal Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual diberlakukan paling 
lam bat mulai Tahun Anggaran 2015; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pernerintah 
Dae rah; 

PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
NOMOR Ti TAHUN Wll; 

TENTANG 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

... 
Menirnbang 

"' . 

_.. -------------~~ 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); µ' 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Karanganyar {Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2), 
sebagaimana telah · diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Ka bu paten 
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar 
[Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 
Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan 
Palisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 
Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Dae rah Ka bu paten 
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2011 Nomor 8); ,,,_/ 



sebagai unsur 
yang memimpm 

yang menjadi 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi 
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 
penginterpretasian atas hasilnya. 

5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. 

6. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang 
selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri 
Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman 
bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem 
Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP 
berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan 
Pemerintah Daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal 
dan statistik keuangan secara nasional. 

7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 
lingkungan orgamsasi Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar 

8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas 
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 
oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam 
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. 

9. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 
adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri 
dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap 
yang digunakan di dalam pembuatan Jumal, Buku Besar, 
Neraca Lajur, Neraca Percobaan, dan Laporan Keuangan. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan 
daerah. Ai 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

AKUNTANSI 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM 
PEMERINTAH DAERAH 

Menetapkan 



11. Basis Akmal adalah basis Akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan 
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

12. Basis Kas adalah basis Akun tansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas 
atau setara kas diterima atau dibayar. 

13. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis Akuntansi yang 
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis 
kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis 
akrual. 

14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 
Akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang 
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan­ 
LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas 
pelaporan yang bersangkutan. 

15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 
keuangan. 

16. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang 
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 
oleh pengguna. 

1 7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, 
dan pernbiayaan, sisa lebihj kurang pembiayaan anggaran 
yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 
pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, 
koreksi dan SAL akhir. 

19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posrsr 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan 
yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan 
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan 
yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 

21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu 
periode Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 
tanggal pelaporan. 

22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat 
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 
surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir. -.; 



23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi 
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas 
nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 
LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang 
memadai. 

24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

26. Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 
dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi atau entitas 
pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 

29. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 
menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali 
oleh Pemerintah. 

30. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. 

31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

32. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah 
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 
dibayar kembali. 

33. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa dalarn periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 
timbulnya kewajiban. tfl) 



Pasal 3 
(1} Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan 
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, pendapatan 
LRA, beban dan belanja, piutang, persediaan, aset tetap, 
aset lainnya, kewajiban, ekuitas, koreksi kesalahan, serta 
penyusunan Laporan Keuangan SKPD. tlC./ 

Pasal2 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari: 
a. Sistem Akuntansi SKPD; 
b. Sistem Akuntansi PPKD; dan 
c. Bagan Akun Standar. 

BAB II 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

34. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban 
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi 
yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan 
sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau 
pengaruh entitas bersangkutan. 

35. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 
dan/ a tau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/ a tau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber 
daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 
jasa bagi masyarakat umum clan sumber-sumber daya 
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

36. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat 
sosial, dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 
sumber daya ekonomi pemerintah. 

38. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. 

39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi 
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan 
entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 

40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir 
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, 
piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan 
adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang 
berjalan. 



(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang 
menggambarkan struktur laporan keuangan secara 
lengkap. 

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
dalam pencatatan transaksi pada buku jumal, 
pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran 
pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 
keuangan. 

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 
level 1 sampai dengan level 5, meliputi: 
a. level I (satu) menunjukkan kode akun; 
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 
d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan 
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. 

(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
terdiri atas : 
a. akun 1 (satu) menunjukkan Aset; 
b. akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban; 
c. akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas; 
d. akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA; 
e. akun 5 (lima) menunjukkan Belanja; 
f. akun 6 (enam) menunjukkan Transfer; 
g. akun 7 (tujuh) menunjukkan Pernbiayaan; 
h. akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan-LO; 
i. akun 9 (Sembilan) menunjukkan Behan. 

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 
dalam Lampiran III Peraturan ini. 

(2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan 
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, 
pendapatan-LRA, beban dan belanja, transfer, 
pembiayaan, investasi, kewajiban, koreksi dan 
penyesuaian, penyusunan Laporan Keuangan PPKD, 
serta penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian 
Pemerintah Daerah. 

(3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

(4) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 

Pasa14 
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SISTEM A.KUNTANSI 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR '1'- TAHUN :7-0tS 
TENTANG 
SISTEM A.KUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAII 



1. Pihak Terkait 
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas mcnetapkan SKP-Daerah 

(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) clan SKR (Surat Ketetapan 

Retribusi) atau clokumen lainnya vang dipersamakan clan 

9v" 

A. Akuntansi Pendapatan - LO clan Pendapatan - LRA SKPD 

Sistem akuntansi SKPD mcncakup tcknik pencatatan, pengakuan clan 

pengungkapan atas pcndapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, 

kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan iaporan 

keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai 

berikut: 

A. Akun tansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LR.A SKPD; 

B. Akuntansi Beban clan Belanja SKPD; 

C. Akuntansi Piutang SKPD; 

D. Akun tansi Pcrscdiaan SKPD; 

E. Akuntansi Asct SKPD; 

F. Akuntansi Kewajiban SKPD; 

G. Akuntansi Ekuitas SKPD; 

H. Jurnal, Buku Be sar, dan Neraca Saldo 

I. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran 

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan 

pertimbangan biaya manfaat dengan latar belakang hahwa: 

1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat 

diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD; 

2. Pengendalian pelaksanaan anggaran yang meru pakan salah satu 

tujuan diselcnggarakan akuntansi anggaran telah di akomoclasi pada 

sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran. 

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan 

kas yang merupakan Pendapatan LRA maupun pcngcluaran kas yang 

merupakan Belanja clan Pembiayaan dibukukan sccara berpasangan 

(double entnJ) pada akun realisasi anggaran yaitu akun "Perubahan SAL." 

SISTEM AKUNTANSI SKPD 
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Penerimaan/tanda bukti lain yang sah scrta STS yang sudah 

cliotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD; 

8) Mencrirna Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib 

Pajak/ Rctribu si jika pendapatan disetorkan langsung ke 

Rekening Kas di Kas Daerah. 

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) 

Dalam kegiatan ini mernpunyai tugas: 

1) Mencrima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan 

Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau 

dokumen lain yang dipersamakan; 

2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda 

bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank 

dari Bcndahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang 

sah dari Wajib Pajak/Retribusi; 

3) Membuat dokumen akuntansi/Memo .Iurnal berdasarkan 

tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen 

pengakuan yang diterbitkannya; ~ 

Bukti Tanda dokumen 

mcnverahkan kepada wajib pajak/retribusi, dan ditembuskan 

kepada Rcndahara Penerimaan dan PPK SKPD. 

b. Bendahara Penerimaan 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada 

SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi; 

2) Mcncrima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah 

tanpa penetapan; 

3) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah 

dan Surat Tanda Seto ran (STS); 

4) Menycrahkan Tanda Bukti Penerimaany t.mda bukti lain yang 

sah kcpada Wajib Pajak/Retribusi; 

5) Menyetorkan uang yang diterimanya dengan Surat Tanda 

Setoran (STS) ke kas daerah; 

6) Mcnerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan 

menyampaikan ke BUD; 

7) Menycrahkan tembusan 



Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 
Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPD meliputi: 
a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah); 
b. Surat Ketetapan Retribusi-Daerah ( SKR-Daerah); 

~ 

3. Dokumen Sumber 

Bendahara Penerimaan, dokumen pengakuan lainnya selain Surat 
Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah}, Surat Ketetapan Retribusi 
(SKR) dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib 
Pajak/ Retribusi; 

c. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan 
dokumen akuntansi/ Memo Jurnal; 

d. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun 
yang bersangku tan ke Buku Besar. 

Jurnal 
dari 

2. Prosedur Akuntansi 
a. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak 

pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan 
Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 
dan/ atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima; 

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/ Memo 
berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya 

4) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap 

transaksi; 
5} Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang 

bersangku tan ke Buku Besar. 
d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas 
kewajibannya dan menerima tanda bukti penerimaan. 

e. PPKD selaku BUD 
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telah 
diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit 
dari Bank. 



2) Pada saat penerimaan kas 

Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran 
melalui bendahara penerimaan clan diterbitkannya Tanda 
Bukti Penerimaan clicatat clengan jurnal: 

(9C/ 

xxx Piu tang Pendapatan . 
Pendapatan - LO . 

-------· ------- 

xxx 

4. Pencatatan Transaksi 
Pencatatan transaksi atas Pcndapatan-LO dilakukan dengan 
mempcrhatikan kapan saat pendapatan terse but menjadi hak 
pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. 
Pengakuan penclapatan-LO mi didasarkan pada dokumen 
akuntansi/ Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD scsuai 
dokumen sumber yang diterima. 
Bila dikaitkan dcngan penerimaan kas pencatatan transaksi atas 
Pendapatan-LO di SKPD scsuai kondisi transaksi dan prosedur 
akuntansi dapat dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini: 
a. Pendapatan - LO diakui clan clicatat sebelurn penerimaan kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara peneiapan 
hak pcndapatan clan penerimaan kas, dimana penetapan hak 
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui 
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penctapan walaupu n 
kas bclum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan 
clengan jurnal beriku t ini: 
1) Pacla saat penetapan hak 

Saat terbit atau diterimanya SKP / SKR Daerah atau dokumen 
penetapan lainnya dicatat dengan jurnal: 

d. Tanda Bukti Pcnerimaan (TEP); 

e. Surat Tanda Setoran (STS); 

f. Bukti setoran lainnya. 

sew a; 

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnva, misalnya pcrjanjian 
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b. Pendapatan-LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila tidak terdapat dokumen 

penetapan (SKPD/SKRD), maka pendapatan-LO diakui pada saat 

kas diterima. 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO 

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas 

transaksi dengan pertim bangan: 

1) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa jerus penenmaan mcmpunyai tingkat 

ketidakpastian akan jumlah pendapatannva cukup tinggi. 

Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta 

prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan 

secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai 

perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan 

penerirnaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan 
'it, 

xxx Pendapatan - LRA . 

Peru bah an SAL........................................ xxx 

Akun Kas di Bendahara Pencrimaan digunakan saat Wajib 

Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui Bendahara 

Penerimaan, sedangkan akun R/ K PPKD cligunakan jika Wajib 

Pajak/ Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekcning Kas 

di Kas Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD. 

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran 

atau surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui 

dan mencatat penerimaan terse but se bagai pendapa tan - LRA 

yang clilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

xxx Piutang Pendapatan 

xxx R/K PPKD 

Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah dan 

diterbitkannya Su rat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal: 

xxx Piu tang Pendapatan . 

xx .. X Kas di Bendahara Penerimaan . 
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Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai 

bagian dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, PPK 

SKPD juga sekaligus mengakui dan mcncatat pcnerimaan 

terse but sebagai pendapatan - LRA yang dilakukan dengan 

membuat jurnal sebagai beriku t : 
~ 

Kas di Bendahara Penerimaan . 

xxx R/K PPKD . 

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke Kas Umun 

Daerah vang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan 

dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka dilakukan 

jurnal sebagai berikut : 

xxx Kas di Bendahara Pcnerimaan .. 

Bendahara Penerirnaan 

Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui Hcndahara 

Penerimaan dengan dasar pencatatan Buk ti Penerimaan maka 

hak atas pendapatan - LO juga diakui dengan melakukan jurnal: 

oleh PPK SKPD jika Penerimaan ka s melalui Pen ca ta tan 

xx .. X Pendapatan - LO . 

akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat 
diterimanya kas. 

2) Tidak ada dokumen penetapan 

Beberapa pendapatan tidak rnemerlukan dokumen pcnetapan 

seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self 

assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh 

fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi 

tersebut dapat dilakukan pcrlakuan akuntansi pcngakuan 

pendapatan LO sccara bersamaan saat dit.erimanya kas. 

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang 

dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas 

pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biava dan 
manfaat. 
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3} Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak 
Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya 
sudah merupakan hak pada periode akuntansi yang 
bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. 
Pengakuan Pendapatan - LO yang sudah menjadi hak pada .;; 

xxx Pendapatan Diterima Dimuka . 

xxx Pendapatan - LO . 

2} Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak 
Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang 
seharusnya belum merupakan hak pada periode pelaporan 
yang bersangku tan maka harus dilakukan koreksi. 
Pengakuan Pendapatan - LO yang belum merupakan hak 
pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal 

sebagai berikut: 

Piutang Pendapatan . 

xxx Pendapatan -LO . 

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang 

dicatat se bagai pendapatan LO karena diakui pada saat 
penerimaan kas, padahal telah diakui se bagai Pendapatan LO 
dan mengakui piutang pendapatan pada periode sebelumnya, 
maka atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi: 

1} Penerimaan kas yang telah diakui se bagai pendapatan LO 

periode sebelumnya 

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan 

LO bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun 

harus dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan 
kas yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, 
penerimaan kas yang belum merupakan hak atau pendapatan 
LO dan pendapatan yang sudah menjadi hak namun kas belum 

diterima pemerintah daerah pada periode pelaporan. 

xxx Pendapatan - LRJ\ . 

xxx Peru bahan SAL ····· 

_..... ----------~~~ 



Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka 

PPK SKPD mcnerbitkan dokumen akuntansi/mcmo jurnal untuk 

menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak terse but sesuai 

dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan 

~ 

)OCT Pendapatan - LR!\ . 

Peru bah an SAL............................................... xxx 

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mcngakui 

dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pcndapatan - LRA 

yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

xxx Pendapatan Diterima Dirnuka . 

xxx R/K PPKD . 

Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung 

disctor oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga ke kas 

daerah: 

xxx Pendapatan Diterima Dirnuka . 

xxx Kas di 13endahara Penerimaan . 
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c. Pendapatan - LO diakui dan dicatat setelah pencrimaan kas 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah terjadi perbcdaan waktu antara penetapan 

hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah 

diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai 

pendapatan karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh 

sebab itu Pcndapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan 

telah mcnjadi hak perncrintah daerah. 

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD dcngan cara melakukan 

jurnal scperti di bawah ini: 

Pendapatan -LO........................... xxx 

Piutang Pendapatan.. .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . . . . .. xxx 

periode akuntansi yang bcrsangkutan tersebut dijurnal 

sebagai berikut: 
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4) Membuatkan dokumen surat pertanggungjawaban beserta 
tembusan bukti tagihan/ dokumen bukti pembayaran/ dokumen 
sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk 
dilakukan verifikasi. 

5) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan 
uang persediaan berdasarkan NPD yang telah disetujui dan 
ditandatangani oleh PA dan/atau KPA. .,.. 

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 
1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/ dokumen bukti 

pembayaran/ dokumen sumber lainnya. 
2) Menerima bukti tagihan dari PPTK/ dokumen pembayaran 

dan/ atau dokumen sumber lainnya. 
3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS) 

dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan 
verifikasi. 

1. Pihak Terkait 
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor/UPTD 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas 
pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap 
transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui 
dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. 

B. Akuntansi Behan dan Belanja SKPD 

Setelah dilakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK 
SKPD melakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai 
dengan jenisnya ke dalam Buku Besar 

Pendapatan - LO .. H ..... HH·················H···· 

xxx Pendapatan Diterima Dimuka . 

pengakuan hak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan 

membuat jurnal berikut ini: 
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verifikasi bukti, 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh 

bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara pengeluaran 

pernbantu. 

2) Menyiapkan SPM. 

3) Mencrima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pernbantu dan melakukan 

d. PPK SKPD 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas : 

1) Melaksanakan program dan kegiatan. 

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kcgiatan. 

4) Dalam mclaksanakan kegiatan dapat mcngaju kan permohonan 

uang muka (panjar) kegiatan dengan mcnggunakan Nota 

Pencairan Dana (NPD) dan Surat Pen_vediaan Dana (SPD) 

sebagai lampiran kepada PA dan/atau KPA. 

5) Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk 

kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas 

kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti pengeluaran 

melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), clan langsung 

(LS) untuk diajukan kcpacla Bendahara 

Pengcluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

6) Menyetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada 

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

7) Mem buat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang 

dikendalikannya. 

6) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas 

tagihan vang diterimanya; 

7) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan clan dokumen 

pernbavaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber 

lainnya kcpada PPK SKPD. 

c. PPTK 
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menerima dokumcn tagihan dari pihak kctiga atau dokumen 
sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK SKPD. 

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan 
tagihan dari pihak ketiga atau doku men sumber lainnya dari 
Bendahara Pengeluaran/Rendahara Pengeluaran Pembantu. 

Pembantu Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran a. Bendahara 

2. Prosedur Akuntansi 
Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban 
dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas. 
Dua fu ngsi tersebut adalah Bcndahara Pengeluaran/Benclahara 
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Umum Daerah. Oleh sebab itu 

prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan oleh 
Hendahara Pengeluaran/Bcndahara Pengeluaran Pembantu dapat 
dijelaskan sebagai bcrikut: 

c. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa 
berclasarkan BAST, melakukan penagihan, menerirna pembayaran 
dari Bendahara Pengeluaran/Dendahara Pengeluaran Pembantu 
atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D . 

L PPKD selaku BUD 

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas mencrbitkan SP2D untuk 
melakukan pem bayaran. 

dan membuat Memo .Ju rnal. 
6) Melakukan pcncatatan ke dalam buku jurnal atas setiap 

transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/ Memo Jurnal 
yang telah dibuat; 

7) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan alum yang 
bersangkutan ke Buku Besar; 

8) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan 
menyusun Laporan Keuangan. 

untuk SPJ pengesahan 4) Membuat dokumen surat 

ditandatangani oleh PA/KPA. 

5) Menerima tembusan bukti tagihan dari bcndahara pengeluaran 
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dan dokumen pendukung tagihan 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dcngan 
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sehagai 
sumber atau bukti untuk mcnghasilkan data akuntansi. Dokumen 
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 
Behan dan Bclanja SKPD meliputi: 
a. Bcrita Acara Serah Terima (13AST) atau Berita Acara Kcmajuan 

Pekerjaan 

b. Surat Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan dari pihak ketiga 

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan 
oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut: 
a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran 

dari BUD yang mcnggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian 
membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen 
sumber tersebut. 

b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal 
bcrdasarkan dokumen akuntansi. 

c. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar. 
d. Bcrdasarkan saldo Buku l sesar PPK SKPD menyusun Laporan 

Keuangan SKPD. 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses 

pembayaran dan penatausahaan sesuai dengan sistem dan 

prosedur penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan 

tembusan dokumen pembayaran tersebut kepada PPK SKPD. 

d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan 

dokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran / Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

e. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal 

berdasarkan dokumen akuntansi. 

f. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar. 
g. Bcrdasarkan saldo Buku Hesar PPK SKPD menyusun Laporan 

Keuangan SKPD. 

Bendahara terse but dokumen c. Berdasarkan 
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akuntan si untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit 

dokumcn transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun 

kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya 

ditandatanganinya Bcrita Acara Penyerahan Barang 

/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi 

lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya 

kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif 

bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus scgera 

dilakukan pengakuan mcskipun belum clilakukan pengeluaran 

~s. ~ 

dilakukan dengan mekanisme 2) Pencatatan pembayarnn 

Pembayaran Langsung 

Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebi_iakan 

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekanisme Uang 

Persediaan tidak ada pcngakuan beban sebelum pengeluaran 

kas. 

1) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang 

Persediaan 

a. Beban diakui sebelum pengcluaran kas 

4. Pencatatan Transaksi 
Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK 

SKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam huku. 

Bila dikaitkan dengan pengcluaran kas pencatatan transaksi atas 

beban di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan 

dengan 3 kondisi berikut ini: 

c. Surat Bukti Pengeluaran/Bclanja 

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJl Bendahara Pcngeluaran 

e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ) 

f. SP2D LS/UU/Nihil 

g. Dokumen Kontrak/ Perjanjian 

h. Dokumen lainnya 
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Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan 

dibukukan oleh PPK SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan clalam 
-c.J 

Pada saat BUD telah melakukan pernbayaran dan ternbusan 

dokumen telah diterima oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD tidak 

melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut. 

Hal ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan 

transaksi kas di entitas akuntansi PPKD sehingga tidak perlu 

dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD. 

xxx Peru bahan SAL. . 

xxx Belanja . 

Bersamaan dengan pcmbayaran utang beban clengan 

mekanisme pembayaran langsung dengan dokumen SP2D LS, 

maka juga harus diakui belanja yang clilakukan dengan jurnal 

sebagai berikut: 

Y.X.X R/K PPKD . 

Utang He ban . 

Pencatatan pengeluaran kas untuk membayar utang beban 

yang dilakukan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber 

yang berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara 

melakukan jurnal sebagai berikut: 

Utang Be ban.......................................... xxx 

Beban x..x.x 

Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita 

Acara Serah Terima (IJAST)/tagihan/dokumen lain yang 

dipersarnakan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran, 

dilakukan dengan melakukan jurnal sebagai berikut: 

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas 

dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen 

sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Umum Daerah (BUD). 
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xxx Kas di Bendahara Pengeluaran . 
xxx Pan jar Kegiatan . 

Pengeluaran memberikan panjar 
maka perlu dilakukan pencatatan 

Pada saat Bendahara 
kegiatan kepada PPTK 
sebagai berikut: 

1) Pencatatan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 
a. Mekanisme Pembayaran melalui panjar kegiatan kepada 

PPTK 

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan 
pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana Bendahara 
Pengeluaran dilarang melakukan komitmen yang tidak ada 

anggarannya a tau tidak boleh pun ya u tang. 
Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat 
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. 
Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan 
dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum 
Daerah (BUD). 

Behan diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat 
Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran. 
Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan 
listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu 
lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini 
akan lebih efisien apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas. 

b. Beban diakui pada saat pengeluaran kas 

Buku Jurnal tersebut PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannya 

dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau 

pada saat PPK SKPD akan melakukan penyusunan Laporan 

Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun -akun yang tidak 

terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan 

menggunakan Jurnal Penutup. 



tff/ 
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xxx Peru bahan SAL . 

xxx Belanja . 

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara 

Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan 

terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal 

sebagai berikut: 

R/K PPKD.............................................. xxx 

Kas di Bendahara Pengeluaran.... .. :x,x..x 

Pada saat Bendahara Pengeluaran mernbuat Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan 

melalui Vang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah 

diterima dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh 

pengguna anggaran, maka tidak ada jurnal lagi yang 

dilakukan oleh PPK SKPD. 

Kemudian pada saat PPK SKPD menenma tembusan SP2D 

atas pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka 

PPK SKPD akan melakukan pen ca ta tan se bagai beriku t: 

Kas di Bendahara Pengeluaran............ xxx 
Beban xxx 

melalui panjar kegiatan. 

Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari 

Uang Persediaan dan berdasarkan bukti pembayaran 

tersebut dicatat sebagai berikut: 

b. Mekanisme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa 

Pan jar kegiatan. ....... .. .... ..... .... .. ...... .... xxx 
Kas di Bendahara Pengeluaran................... xxx 

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat 

sebagai berikut: 

Panjar kegiatan.. .. .. . .. . .. . :x,x..x 
Be ban......................................................... xxx 

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar maka 

dicatat: 
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Bersamaan dengan pengcluaran kas yang dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus merigakui 

xxx Kas di Bendahara Pengeluaran . 

xxx Beban . 

a) Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara 

Pengeluaran 

Pencatatan yang dilakukan PPK Sh.PD saat pernbayaran 

dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari 

Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan 

jurnal sebagai berikut: 

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat 

dilakukan pencatatan sesuai dengan perolchan dokumen 

sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan clasar 

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pcngeluaran clan 

Bendahara Um um Daerah (BUD). 

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas 

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan 

waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana 

penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah 

pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban 

dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan 

walaupu n kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas 

mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengcluaran 

tersebut belum dapat diakui sebagai Behan. Pcngeluaran kas 

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka 

(akun ncraca). 

Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal 

dan semua pencatatan dalarn buku jurnal pada seliap periode 

tertentu ataupun saat transaksi terjadi ( real tirne) 

diklasifikasikan sesuai dengan akunnya dengan melakukan 

posting dalam Buku Besar. 
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Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen 
akuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD 
melakukan jurnal sebagai berikut: 

Peru bah an SAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx..x 

Belanja.......................................................... X..X,x 

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD, 
maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja yang dilakukan 
dengan jurnal sebagai berikut: 

R/K PPKD. .. .. .. .. . .. x..xx 

Utang Behan................................................... xxx 

Pencatatan pada saat PPK SKPD menenma tembusan dokumen 
pembayaran dari BUD (SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan 
dokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara 
melakukan jurnal sebagai berikut: 

Utang Be ban............................................ xxx 

Beban x..xx 

maka akan dilakukan jurnal : 

dengan dilakukan b) Pencatatan pembayaran 
Pembayaran Langsung 
Pada saat adanya tagihan/ dokumen lain yang dipersamakan, 

xxx Beban . 
xxx Beban Dibayar Dimuka . 

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi 
yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD akan 
melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: 

Perubahan SAL........................................ xxx 

Belanja.......................................................... xxx 

belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal sebagai 

berikut: 



2. Prosedur Akuntansi 
Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi 

transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas 

walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan cliakui. Piutang 

dicatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah 

telah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi bclum ada 

pembayaran kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah. 

Sebaliknya piutang akan berkurang apabila dilakukan pembayaran 
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C. Akuntansi Piutang SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang 

sebagai dasar pencatatan clan melakukan pencatatan. 

b. Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan mempunvai tugas mclakukan pencrimaan, 

menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pernbayaran piutang 

yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan. 

c. BUD 

BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran 

piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah. 

d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD 

Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan 

dijadikan dasar dalam melakukan pcngakuan atas pendapatan, 

jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih 

terutang. 

e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya 

Wajib Pajak/ Retribusi dan pihak ketiga lainnya bcrkewajiban untuk 

melakukan pembayaran. 

XX.-'C Beban . 

xxx Beban Dibayar Dimuka . 
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Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan 
pembayaran, maka PPK-SKPD akan mengurangi piutang tersebut 
dengan menjurnal "Piutang" di kredit dan "Kas di Bendahara 

Penerimaan" (untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaan) 
atau "R/K PPKD" (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debet. 
Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan: 

Pendapatan ... - LO.......................................... xx..x 

Piu tang............................................................... xxx 

4. Pencatatan Transaksi 
Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan 
pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak 
ketiga lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang 

akibat transaksi tersebut dengan mencatat "piutang" pada sisi debet 
dan "pendapatan ... (sesuai rincian objek)" pada sisi kredit. 

3. Dokumen Sumber 

Dokurnen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi: 

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) 

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya 

d. Bukti Pembayaran 

e. Surat Tanda Setoran (STS) 

f. Bukti setoran lainnya 

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang 

tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada 

buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing 

buku besar dan buku besar pembantu piutang sesuai akun. 

atas piutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui 

Bendahara Penerimaan atau langsung ke kas daerah. 
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2. Prosedur Akuntansi 
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pcrnerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak 

kcpemilikannva dan/ atau kepenguasaannya berpinclah. Saldo normal 

akun buku besar persediaan adalah saldo debet. Artinva akun ini 

akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, 

sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang 
a/ 

1. Pihak-Pihak Tcrkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam proseclur akuntansi Persediaan SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansi 

perscdiaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari 

Penvirnpan Barang. 

b. Penyimpan Barang/ Pengurus Barang 

Penyimpan Barang/Pengurus Rarang bertugas 

mengadministrasikan keluar masuknya persccliaan dan membuat 

dokumen sumber dan data akuntansi lainnva tentang persediaan 

yang ditcmbuskan kepada PPK-SKPD. 

c. BUD 

BUD mernpunvai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan 

pcrsediaan yang dibayar melalui has di Kas Daerah. 

d. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran melakukan pemba_yaran atas pengadaan 

persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. 

D. Akuntansi Perscdiaan SKPD 

xxx Piutang . 

xxx R/K PPKI) . 

Jurnal untuk pembayaran melalui BUD: 

xxx Piutang . 

xxx Kas di Beridahara Penerimaan . 
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Kas di Bendahara Pengeluaran.............. xxx 

Beban Persediaan....................................... xxx 

2)Pengadaan 
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/ Invoice atau Bukti 
Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi dan 
dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan 

Behan Persediaan dan R/K PPKD. 
a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan 

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui 
Bendahara Pengeluaran: 

Persediaan.. .. .. .. .. x.x..x 

Beban Persediaan........................................... xxx 

4. Pencatatan Transaksi 
1) Awal Tahun 

Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat 

pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas 

persediaan awal pada neraca. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi: 

a. Berita Acara Penerimaan Barang 

b. Bukti Pengeluaran Barang 

c. Berita Acara Pemeriksaan Barang 

d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan 

e. Laporan Persediaan 

mengkredit. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah: 

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkari hasil inventarisasi 

fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, 

perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit 

diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor 

(ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis. 



,..,~ __ ) 

Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses pengadaan Aset 

Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

1. Pihak-Pihak Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran bertugas memberikan 

otorisasi/ menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tctap, 

pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset 

Tetap. 

b. Pengurus Barang 

Pengurus 8arang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasil 

pengadaan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/ Aset 

Tetap. 

c. PPTK 

E. Akuntansi Aset Tetap SKPD 

XX .. X Be ban Perscdiaan . 

xxx Persediaan . 

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada pencatatan 

akuntansi atau pengakuan persediaan. 
4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil 

opname fisik persediaan, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan 

Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Pcrsediaan. 

xxx Utang Be ban . 

Utang Beban.......................................... xxx 

Be ban Perscdiaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x..x..x 

b. Pengadaan dengan mekanisme LS 

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pernbayaran dengan 

mekanisme LS melalui BUD: 

xxx R/K PPKD . 
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akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. 

2. Prosedur Akuntansi 
Prosedur akuntansi untuk aset tetap dapat dibcdakan menjadi dua 
transaksi utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan 
transaksi untuk pclepasan aset tetap. 
Proporsi terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di pemerintah 
daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan adalah 
sebagai beriku t : 

a. Pembelian Aset Tetap 
i. Berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran 
atas pemhelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D I3elanja 
Modal. 

11. Berdasarkan SP2D Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD membuat 
dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam 
menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul atas 

pembelian aset tetap. 
b. Pelepasan Aset Tetap 

Pclepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 
dengan cara melakukan proses pemusnahan aset tetap clan 
dengan cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untuk 
pelepasan aset tetap melalui proses penghapusan dilakukan 

dengan cara sebagai beriku t: 
a. Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan 

Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang 

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

PPK SKPD akan mclakukan pencatatan atas pcngadaan Aset Tetap, 

pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset 
Tetap berdasarkan dokumen yang diterima. 

c. BUD 

Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas 
pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan clokumen pembayaran 
yaitu Su rat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 



4. Pencatatan Transaksi 

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan 

hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki olch 
~ 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi kcuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

A set Tetap SKPD melipu ti: 

a. SP2D LS; 

b. Serita Acara Serah Terima (SAST)/Tagihan Pihak Ill; 

c. Serita Acara Pelepasan Aset Tetap; 

d. Serita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap; 

e. Laporan. 

3. Dokumen Sumber 
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Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka prosedur yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat 

Kepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses 

penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara Penjualan. 

b. Bukti transaksi berupa Serita Acara Pcnjualan yang diterima 

oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi 

PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. 

c. .Jika pcnjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih 

rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD 

Dinas/Radan/Kantor akan melakukan pencatatan sesuai dengan 

kerugian yang didcrita atas kegiatan pelepasan aset tetap 

terse but. 

b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah 

diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan pcnilaian apakah Barang 

Milik Daerah tcrsebut akan dijual atau tidak. 

c. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka 

PPK-SKPD akan melakukan penghapusan asct tetap dengan 

membuat pencatatan penghapusan aset tetap. 
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Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya)" di debet dan "Perubahan SAL" di kredit. 

R/K PPKD..... .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . xxx 

Utang Pengadaan Aset Tetap.......................... xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 

sebagai berikut: 

Utang Pengadaan Aset Tetap.................... xxx 

Aset Tetap....................................................... xxx 

a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Tennin) berdasarkan 

BAST /Tagihan/ dokumen lain yang dipersamakan adalah 

se bagai beriku t : 

pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Perolehan Aset Tetap 

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, 

pertukaran aset, hibah/ donasi, atau lainnya. 

1} Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan 

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dilakukan 

dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin 

sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan 

pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD 

yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap 

dilakukan pada saat adanya BAST /Tagihan/ dokumen lain yang 

dipersamakan. Pencatatan kedalam akun Aset Tetap dilakukan 

apabila pembayarannya langsung 100% a tau tan pa proses termin 

sedangkan pencatatan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan 

(KDP) dilakukan apabila pembayarannya melalui proses termin. 



Peru bahan SAL..................................... xxx 
Belanja Modal........................................... xxx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya)" di debet dan "Perubahan SAL" di kredit. 

R/K PPKD . 

xxx U tang Pengadaan Aset Tetap . 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap clengan jurnal 

sebagai berikut: 
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Utang Pengadaan Aset Tetap... .. .. . .. . . . . . . . .. x..xx. 

Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx 

Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut diatas, 
maka jurnal pada saat menginput Tagihan Bclanja Modal 

Terrnin sebagai berikut : 

b) Belanja Modal Tcrrnin 

Jenis tagihan 13elanja Modal Termin dipilih untuk Rekening 

Belanja Modal dimana pcmbayaran pengadaan aset tetap 

tersebut tidak langsung 100°~ atau pernbavararmva melalui 

proses termin. Sebagai contoh adalah pembangunan 

konstruksi gedung, bangunan, jalan dan jembatan. Berkaitan 

dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis tagihan 

belanja modal termin, maka pengisian kontrak tersebut wajib 

dilakukan, Apabila kontrak tidak diisi maka SPP-LS tidak 

bisa disimpan. Data kontrak digunakan untuk memunculkan 

secara otomatis jurnal Aset Tetap. 

Perubahan SAL............................... xx .. x 

Belanja Modal............................................ xx .. x 
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Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO...... xxx 

xx .. X Aset Tetap (yang keluar) . 

xxx Akumulasi Penyusutan (yang keluar) . 

Aset Tetap (yang masuk)................................... xxx 

2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap 
Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai 
buku aset tetap yang dilepas dijurnal sebagai berikut: 

xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan . 

xxx " - _,L. fT",_..,,L. _ J-1.:set 1 eLa_µ .......................•.......................... 

Untuk mengakui aset tetap, makajurnalnya sebagai berikut 

xxx Peru bahan SAL. . 
Belanja Modal.......................................... xxx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 
Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 
jenisnya)" di debet dan "Perubahan SAL" di kredit. 

R/K PPKD..................................... xxx 

Utang Pengadaan Aset Tetap..................... xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 
sebagai berikut: 

xxx Utang Pengadaan Aset Tetap .. 

xxx Konstruksi Dalam Penger_iaan . 

Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen 

pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran 

atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS 

Belanja Modal. 

Apabila pembayaran belanja modal termin sudah 100% maka 

jurnalnya sebagai berikut: 
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xxx Aset Tetap . 
xxx Defisit Penjualan Aset Non lancar - LO . 
xxx Akumulasi Penyusutan . 

b. Pelepasan Aset Tetap 

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset 
tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap. 
Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan 
aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat 

Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik 
Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, selanjutnya 
akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut 
akan dijual atau tidak. J ika barang milik daerah terse but tidak 
layak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan 
aset tetap dengan menjurnal "Akumulasi Penyusutan" dan "Defisit 
Penjualan Aset Non Lan car" di de bet dan "Aset sesuai jenisnya" di 
kredit. 

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan 

menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan 
jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau 
transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi 
saldo atas akun-akun tersebut. 

xxx Pendapatan Hibah .. - LO . 

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi 

Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilakukan jurnal, 

Aset Tetap....................................................... xxx 

Aset Tetap (yang keluar).............................. xxx 

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO........... xxx 

Akumulasi Penyusutan (yang keluar)............... xxx 

Aset Tetap (yang masuk)................................... xxx 

Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai 

buku aset tetap yang dilepas dijurnal 
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Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akan 
membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK 
SKPD kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan posting 
dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. 
Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat 
transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk 
keperluan penyusunan LRA dan Laporan Peru bahan SAL dengan 
menjurnal "Perubahan SAL" pada sisi debet, dan "Pendapatan dari 
Aset yang Tidak Dipisahkan" pada sisi kredit. 

xxx Aset Tetap . 

Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO . 

xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap . 
xxx Kas di Bendahara Penerimaan . 

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap 
tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal 
"Kas di Bendahara Penerimaan" dan "Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap" di de bet serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar" dan "Aset 
sesuai jenisnya" di kredit pada buku jurnal. 

xxx Aset Tetap . 

xxx Defisit Penjualan Aset Nonlancar - LO . 

xxx Akumulasi Penyusutan Aset Tetap . 

xxx Kas di Bendahara Penerimaan . 

Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka 

bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh 

PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK­ 

SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. 

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih 

rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD 

Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara 

Penerimaan", "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap", serta "Defisit 

Penjualan Aset Nonlancar" di debet dan "Aset sesuai jenisnya" di 

kredit pada buku jurnal. 



transaksi/kejadian aset lainnya bcrdasarkan bukti- bukti 
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

men ca tat tu gas memiliki SKPD, akuntansi fungsi 
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F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD 

I. Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD 
adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan 

13eban Penyusutan Aset Tetap..... .. ... . ... .. . .. ... . .. .... x.x.x 

Akurnulasi Penyusutan Aset Tet.ap.............. ... xx ... x 

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus 
sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik 
penuru nan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas 
terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. 
Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biava perolehan 
suatu aset menjadi beban penyusutan secara pcriodik sepanjang 
masa manfaat aset. Tanpa pcnyusutan, nilai aset tetap dalam 
neraca akan lebih saji ( overstated). 

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu 
aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi 

pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan asct 
tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penvusutannva 
menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut. 
Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir 
periode pelaporan (tahunan) melalui jurnal penvesuaian sebagai 
berikut: 

xxx 
Pendapatan dari Penjualan Aset yang Tidak 
Oipisahkan . 

Peru bah an SAL . 
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2. Prosedur Akuntansi 
Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabila 
terjadi transaksi pembelian atau perolehan asct lainnya seperti 
lisensi, hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan 
apabila terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan 
berita acara pcru bahan kondisi barang dan usulan penghapusan 
barang milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnva dicatat diakui 
pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga 
atau dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran dengan manggunakan uang persedian atau dilakukan 
oleh BUD melalui SP2D LS. 
Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempcngaruhi aset lainnya 
maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal 
kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan 
buku besar pcmbantu sesuai akun. 

3. Dokumen Sumber 
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 
transaksi kcuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 
Aset lainnya SKPD meliputi: 

a. Sertifikat/ surat hak cipta/lisensi/ paten 

b. Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistcm akuntansi aset lainnva, Rcndahara Pengeluaran 

SKPD mcrniliki tugas menyiapkan dan menvampaikan dokumen­ 

dokurncn atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan 

perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten 

ditembuskan ke PPK-SKPD. 

c. Pengurus Rarang 

Dalam sistern akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD 
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen­ 
dokurncn atas transaksi inventarisasi barang harang milik daerah 
yang rusak dan belum dihapuskan dan clisampaikan ke PPK­ 
SKPD. 



..,.., 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak 

berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat "Belanja Barang dan Jasa 
- ... " di de bet dan "Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

R/K PPKD.. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . xxx 

Utang Be ban.................................................. xxx 
Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah: 

Kas di Bendahara Pengeluaran................. xxx 

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran: 

Utang Be ban................................................. xxx 

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud 
tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan 
dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SP2D­ 
LS, dengan mencatat "Utang Behan" di debet dan "Kas di 
Bendahara Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uang 
UP/GU/TU atau "Utang Beban" di debet dan "RK PPKD" di kredit 
jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS. 

Utang Be ban . 
xxx Be ban Barang dan J asa .. 

a. Aset Tidak Berwujud 

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh 

SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak 

berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita 

acara serah terima, dengan menjurnal: 

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD (jika 

dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa) 

4. Pen ca ta tan Transaksi 

b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan. 

c. Bukti Pengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti 

Pengeluaran). 
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b. Aset Lain-Lain 

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang 
sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK- SKPD 
membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran 
dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan 
menjurnal "Aset Lain-Lain" di debet sebesar nilai buku aset tetap 

,,,./ 

A set tetap.................................................. xxx 

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Benvujud adalah: 
A set Te tap Tak Benvujud................................. xxx 

Perubahan SAL..................................... xxx 
Belanja Modal.................................................. xxx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan 
SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai jenisnya)" di debet 
dan "Perubahan SAL" di kredit. 

R/K PPKD.. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .... ... .. .. .. .. . xxx 
Utang Pengadaan Aset Tetap......................... xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal sebagai 
berikut: 

Utang Pengadaan Aset Tetap............ .. .. .. .. . .. xxx 

Aset Tetap.......................................................... xxx 

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD (jika 
dianggarkan pada Belanja Modal) 

Be ban Barang dan J asa.............................. xx .. x 

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Benvujud adalah: 
Aset Tetap Tak Berwujud.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . xx.x 

Peru bahan SAL.......................................... xxx 

Belanja Barang dan Jasa.................................. xxx 



1. Pihak-Pihak Terkait 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kcwajiban SKPD 
adalah: 
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD bertugas melakukan pcncatatan atas kewajiban/utang 
yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan 
bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan. 

G. Akuntansi Kewajiban SKPD 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.... xxx 

Be ban Amortisasi Aset Tidak Berwujud. ... . . .. .. . .. .. X.X_.X 

c. Akumulasi Amortisasi 
Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 

tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat 
aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing 
periode diakui scbagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak 
berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan 
operasional. 
Akumulasi Arnortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset 
tidak bcrwujud yang telah dibcbankan. Akumulasi Amortisasi 
menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana 
harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dcngan 

akumu lasi amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset 
tidak berwujud tersebut. 
Akumulasi amortisasi clan beban amortisasi dicatat setiap akhir 
periode pelaporan (semesteran) meIalui jurnal penyesuaian sebagai 
berikut: 

Akumulasi penyusu tan aset lain................. X.X_.X 

Akumulasi Penyusutan aset tetap.... .. . .. xxx 

Aset Lain-lain.................................................. X.'X_.X 

yang sudah dihcntikan penggunaannya tcrsebut dan "Akumulasi 

Penyusutan- ... " di debct serta "Aset Tetap- ... " dikredit untuk 

mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. 

Aset Tetap....... .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . .. . xxx 
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3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

tit.I 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila 

terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset 

tetap dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau 

aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat 

diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak 

ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan 

berkuran apaila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. 

Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan 

manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui 

SP2D LS. 

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau 

utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku 

jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku 

besar dan buku besar pembantu sesuai akun. 

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur 

dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai 

tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan. 

c. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran 

kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh 

tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui 

Bendahara Pengeluaran. 

ct.BUD 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran 

kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh 

tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di 

Kas Daerah yang ada di BUD. 
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xxx R/K PPKD . 

xxx Utang Pengadaan Aset Tetap . 

Jurnal pembayaran utang melalui BUD: 

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan 

menghapus utang tersebut dengan menjurnal "Utang Pengadaan Aset 
Tetap" di debet "R/K PPKD") di kredit untuk belanja dengan 
mekanisme LS. 

xxx Utang Pengadaan Aset Tetap . 

xxx Aset Tetap . 

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset 
tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD 
adalah "Aset Tetap" di de bet dan "Utang Pengadaan Aset Tetap" di 

kredit. 

}DCX TJtang Be ban . 

xxx Beban . 

4. Pencatatan Transaksi 
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan 

menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui 

adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat 

"Be ban ... (sesuai rincian objek)" pada sisi de bet dan "Utang" pada sisi 

kredit. 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Kewajiban SKPD meliputi: 

a. Berita Acara Penerimaan Barang 

b. Tagihan dari Pihak III 

c. SP2D LS 

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja 



2. Prosed ur Akun tansi 
Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pacla transaksi 

di SKPD dilakukan seperti berikut ini: 

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan 

pcnutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun 

be ban. 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode­ 

periode sebelumnya dan mempcngaruhi aset dan kewajiban, 

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 

dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode 
9'-1' 
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Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan 

dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi 

kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Asel dan 

sebagainya. 

Pihak-pihak yang tcrkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Pcnatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

Tugas PPK SKPD adalah melakukan pcncatatan atas setiap 

transaksi ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta 

bukti memorial. 

b. Bendahara Pengeluaran 

Bcndahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas 

setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi 

transaksi ekuitas. 

c. Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan 

piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi 

transaksi ekuitas. 

d. Pejabat Pclaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

PPTK bertugas mclakukan pengadaan Asel Tetap sesuai clengan 

prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan 

mernberikan dokumen ternbusannva kepada PPK SKPD untuk 

clilakukan pencatatan. 

1. Pihak-Pihak Terkait 

H. Aku ntansi Ekuitas SKPD 
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Eku i tas _.................. xxx 

Surplus/Defisit-LO.. .. . .. . .. . .. .. xxx 

Akuntansi SKPD mcmbuat jurnal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit] - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal 

penutup akhir periode. 

Surplus/Defisit-LO .. 

Beban . 

xxx Pendapatan-LO . 

Beriku t con toh jurnal pen u tu p LO. 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan 

Dalam tahapan penyusunan Laporan Kcuangan SKPD, setelah 

menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun­ 

akun nominal dengan tujuan: 

1) Menghitung jumlah surplus/ defisit dari akun pendapatan LO 

dan beban. 
2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas 

untuk pencatatan periode berikutnya. 

3) Menghitung ekuitas akhir periode. 

ditemukannya koreksi terse but. Koreksi terse but antara lain: 

1) Koreksi nilai persediaan 

2) Selisih kcvaluasi Aset Tetap 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan scbagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Ekuitas SKPD meliputi: 

a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan 

b. Serita Acara Revaluasi Asct Tetap 
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Halaman 1 dari 1 i 

Auditor: Disetujui: 

1. 
2_ L 3. 

I Dicatar Oleh : 

I 
I ME\110 

Tanggal Nornor 

' 

__..__________ ----- ~ 
I 

I 
I Ketaiangan: 

I 

I Bukti 

• Jumlah Kredit I Jumlah Debit ! Kode i. Deskripsi Perkiraan 
I Perkiraan 

J 
l 

MEMOJURNAL I 
i Tahu n Angganm 

~.;:i :•: :••···················· I SKPD 

.Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: 
PEMERINTAH KABUPATEN . 

1. Jurnal 
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang 
dimu lai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian 
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi 

Akuntansi SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan 
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo .Jurnal dan I3uku 

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo 

Ekuit.as. .. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. x.xx 

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap 

Aset Tetap.. .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . x.x.x 

Persediaan..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x.x.x 

Ekuitas....................................................... xxx 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode­ 
pcriode sebclumnya 
1) Koreksi nilai perscdiaan 

40 
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·i 
I 

SAL DO KREDIT DEBIT URAIAN NO TANGGAL 
---~-------·-4 

Unit Organisasi I .21J.<l;:i 
Sub Unit Organisasi ! .2().1);:i,U 1 
h.ode Rrkrni11g Ui ik n Hesa1 : I. 1. 3 
Nlli11a Rr:kc:ning H11k: 1 i:_,~s::u· : Pint;1ng 

Urusan Pemerintahan : 1 
Bidang Pemerintahan 120 

i'i'rnsmt Wnjib - -~ 
< uououn Dacrah, f'<e11.1r,1·int,1!1;rn t.,m 11111, •. Admini-« ,a,-.i 
h,·11fuigan Daerah, Pf'1;rngk:11 daeral., Kcpcgaw ai.u: d.iu 
Pcrs:1ndiai i I 
I \I 'f'l,AD I 
I ll'l'l,AD (8kPD:t j 

PEMERINTAH KABUPATEN •............... 
BUKU BESAR 

Periode: 1 .Janu ari s.d. 31 Desember 20Xl 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui _jurnal 

adalah posting ke Buku Bcsar. Dalam tahap mi, PPK-ShPD 

memposting atau memindahkan setiap akun bcserta jumlahnva dari 

Buku Jurnal ke Buku Besar masing-masing akun. Format Ruku 

Besar yang digunakan adalah sebagai berikut: 

2. Buku Besar 

Fungsi Akuntansi SKPD 
{tanda tanqaru 

(nama lengkap) 
\'f P 

I I - I I 

JU~LA°il_+ _ ---t----- ! 

' 
-~ 

1.20.05.01 DPPKAD (SKPDl 
1.20.05 Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi ·r ----------~----~---~----~- 
No TANGGAL NO BUKTI REKENING URAIAN REF DEBIT KREDIT 

PEMERINTAH KABUPATEN •.•••.•........... 
BUKU JURNAL 

Periode : l J anu ari s.d. 31 Desernber 20X 1 
·--------------4 

Urusan Pemerintahan : 1 Uru san Wajib 
Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umurn, 

Administrasi Keuangan Daerah , Perangkat daerah, 
Kcpcgawaian dan Persandian. 
DPPKAD 
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c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Pcrubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 

1. Ketentuan Umum 

La po ran Kcuangan yang dihasilkan pad a tingka t SKPD dihasilkan 

melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. 

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan 

menjadi dasar clalam penyusunan laporan keuangan. 

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan 

Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu: 

a. Laporan Rcalisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

JUMLAH 

I 

LJ 
I i 

KR EDIT DEBIT URAIAN KODE 11- 
REKENING. 

. 1. 2U.< 1;, DPPl,AD 

I. 20.0:i.O 1 DPPlv\D (Sh.PD) 

Unit Organisasl 

Sub Unit Organisasi 

Oto1101ui l),wnih. Pemcrintnh.iu I :11111111. 1\dllli1,i,;11a'>i Keuangan 

Dacrah, Perat igkat Ua<:T::i.h. i,cp,·g,m ,1i,111 d:111 P.-,rs;mdmn 

Bidang Pemerintahan : I. 21 l 

l ln1sa11 \Vnjib Urusan Peme~·f.:;_tahan : 1. 

PEMERINTAH KABUPATEN . 
SALDO BUKU BESAR 
Pl'.r '.l I lkst,111bt,r 2flX 1 

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaar sebelum penyusunan 

laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar 

Saldo Buku Hcsar. Neraca Saldo adalah suatu claftar yang berisi 

seluruh kode rekening beserta saldonya pacla tanggal tertentu. Format 

Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah 

sebagai bcrikut: 

3. Neraca Saldo 
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Penjelasan atas jurnal koreksi terse but dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Koreksi kesalahan pencatatan 

Untuk melakukan koreksi atas tcrjadinya kesalahan 

pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang 

akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti 

memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat 

pembctulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, 
l'C/" 

3. Prosedur pcnyusunan Laporan Keuangan 

a. Mernbuat Neraca Saldo 

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar 

menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku bcsar. 

b. Mernbuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD 

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan 

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun 

tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat 

akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom 

"Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

Jurnal koreksi danpenyesuaian yang diperlukan antara lain 

digunakan untuk: 

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan 

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan 

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada 

akhir tahun 

2. Pihak-Pihak Tcrkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan 

keuangan adalah : 

a. Pejabat Pcnatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan. 

b. Pengguna /\nggaran 

Pengguna /\nggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan 

Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi 

untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan. 
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diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengak:ui 
deprcsiasi atau penyusutan atas aset tctap yang dimiliki. PPK­ 
SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal 

3) Jurnal Depresiasi 
Berdasarkan Daftar Barang clan kebijakan akuntansi yang 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun 

akan membuat bukti memorial vanz kemudian akan . 0 

13eban Persediaan.............................. xxx 

Perscdiaan............................................... xxx 

2) Pcngakuan Persediaan 
Apabila SKPD melak:ukan transaksi persediaan dengan 
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir 
periode sebelurn menyusun laporan keuangan, secara rutin 
akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk 
mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Herdasarkan Berita 
Acara Stock: Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan 
menjurnal "Persediaan sesuai jcnisnya" di debet dan "Beban 
Perscdiaan" di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir 
periodc. 

Bclanja listrik..................................... xxx 

Belanja telepon.. ... ... ... ... ... .. . .. . ... . . . .. . .. . .. . .. x.x..x 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD 
juga mencatat koreksi belanja dan melaku kan pcnyesuaian 
Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja telepon" di debet 
clan "Belanja listrik" di kredit. 

Behan listrik......................................... xxx 

Be ban telepon.. ... .. . .. ... . .. . .. . .. ... ... . .. ... ... ... . ... . x.x.x 

transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja 

listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, 

PPK-SKPD menjurnal "Beban telepon" di debet clan "Beban 

listrik" di kredit. 
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d. Mcmbuat LRA dan jurnal penutup LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah 
penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun---akun yang 

termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kodc 
akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat 
"Laporan Realisasi Anggaran". 

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga 
melakukan jurnal penutup untuk mcnutup akun---akun 
LRA.Prinsip penutupan ini adalah mcmbuat nilai akun-akun LRA 
menjadi O (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA: 

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penvesuaian 

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK---SKPD 
melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi 
neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. 

Be ban se\va......................................... xxx 

Behan .Jasa Dibayar Dimuka...... ..... .. . ... . . xx.x 

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimu ka 

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada 
akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang 
masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat 
dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir 
tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK---SKPD akan 
mcmbuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh 
Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK--­ 

SKPD akan mencatat penyesuaian beban sewa clengan jurnal 

"Sewa dibayar di muka/ Bcban Jasa Dibayar Dimuka" di debct 
clan "Behan sewa" di kredit pada buku jurnal. 

XX ... X Akumulasi Penyusutan . 

xxx Behan pen:vusu tan . 

"Beban Penyusutan" di debet dan "Akumu1asi Penyu sutan" di 

kredit di jurnaJ umum. 
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dalam 
ae/' 

termasuk yang akun-akun mengiden tifikasi SKPD 

e. Membuat LO dan Jurnal Penutup LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi 

(NAMA LENGKAP) 
NIP.XXXXXXX XXXXXXX 

KEPALA SKPD 
KABUPAIBN . 

'.2.1.:....: Itelanja Pcrniarnn den Meem 

2 2 .3 Bclanja Bonguuan dan Ocdung 

2 2 BELANJA IIIODA!. 

2 l BELANJA OPERAS! 

'2. 'I l Be::a11ja Pegawa: 

2. I 2 Dela.i~i·:i ~ .. am ng 

2 BELANJA 

1.1.2 Pcuclapatan Reu-ib ust Dar.rah P~,ndapata11 Hus.I 
I .J .,J: Pcngclolaan J(ek:-kyaari Dae.rah Yang Dipi snb kan 

L. 1 .4 L1in Iain I'endapatan Asli Lacrnh ?:lng Sail 

1.1.l 

PENDAPATAN ASL! DAERAH 1.1 

PENDAPATAN i 1 
l 

URAIAN 
NO. 

URUT 

: l .JO.O:i.O I DPPK/\D (S KPDI 

Unit Organiu.si 

Sub Unit O,:ganisa&i 

D1danµ. Prmcrintahan l .20 

' 
ANGGARAN REALISASI I % REALI SAS! 

20Xl 20Xl I 20XO 
I 

xxxxxxx xxxxxx ! xxx xxxxxxx 
I 

xxxxxxx xxxxxx I xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxx Y.XXXXXX 

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 
yyyyyyy xxxxxx xxx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xx.x.xxx xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.x.xx. 
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxx )(X)U(X.X.X 

I 
I 

xxxxxxx xxxxxx I xxx xxxxx.x.x SURl'LUS/(DEFISITi 

Ur-usan 1.V~jib 

Otonomi Daerah. Pcmcrlnraban Umum. lldmini~tn:iti Keuangan 

Pi::-1c~.11gkat Decral.. Kcpcgawaian den i-'Pr~1ndian 

Urusan Pemerintahan : 

PEMERINTAH KABUPA'IEN . 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

lJNTlJI( TAHON YANG BERAf-:HIR SAMl-'A! Ul::NCAN :n LWSU,JHEP 20XI IJAN 20XO 

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 

xxx Perubahan SAL . 

xxx SiLPA/SiKPA . 

SiLPA/ SiKPA . 

xxx Surplus/Defisit LRA . 

xxx Surplus/Defisit LRA . 

Belanja . 

xxx Pendapatan-LRA . 
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f. Membuat Laporan Peru bahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir 

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Pcrubahan 

Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh 

dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. 

Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan 
ekuitas SKPD. 
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20XO ! Kenaikan/ T ·~ 
~enutllnan I ~ 

I 

~-~ PEME~;::o~E~:i~~~............ jl 
1 INTlJ~, TP_Hl.!N Y.:'>.Ni; 8£1:.'\Klll k' SJ\l',ffld !.H ~\.;AN .s : L·E~~FMP-,Frt ~nxr J ·/·.N ..:'1XO 

h-------- -----·-------·-·-- Urus.an Pemeri.ntahan I t Tr ns.:w '-A'.:,,.;! 

I Bidang Pemerintahan 1 .!'' 

Surplus/Defisit LO . 

xxx Pendapatan-LO . 

)OC{ Beban . 

komponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan 

9) untuk kernudian membuat Laporan Operasional. 

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga 

memhuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip 

penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. 

Kernudian, setclah mernbuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. 

Berikut contoh jurnal penutup LO. 



g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi 

PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, 

Akuntansi PPKD mcnyusun Ncraca Saldo Akhir. Ncraca Saldo 

Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periodc akuntansi yang 

selanju tnya. 
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xxx Ekuitas . 

xxx Surplus/ Defisit-LO . 

Akuntansi PPKD rnembuat jurnal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh 

jurnal penutup akhir 

,.\_\ .'. 

xxx 

DAM I 'Al, 1;, IM ULATIF ,•f-Y' 11 \1\11/•.N J,:f.Rl,JAJ,:ANi !;[SAi.A Hl,N MI: NI >1\ :iAI< 

i« 11.:u,,;1 IHl.i\l FEi,'.,l:J,IAM, 

:-;1:IY,liJ RF.VA!.1.IASI /,',ET TF.TAl' 

xxx 

l.AJN l.:\;r; 

: ;:, 

' 

\X.\ 

20XO 20Xl URAIAN NO 

Unit Organisasl , . .: .. · ·· ":-.i.!,[· 

Sub Unit Organisasi : 1 ..:: : ::,.~ r, · .1 ·1 ·1;...;L, : 21.:1·1 ·· 

I .Tr: 1:::..111 \V::tjil_, 

(1tonorr:l i)r1t'1·,-1li, r·cn1crinla}1~..::i.n lJr1111111 Adrn:.ni~tras1 kct1:1r1g:1ri 

(la1..":~rii1, J\·:"n1Dgk,1t J;; .. wrah, l\.epcK;1\\;li;11~ rla r: !\.'rsandi:1:111 

Urusan Pemerintahan 1 

Bidang Pemerlntahan 1. 2(, 

PEMERINTAH KABUPATEN . 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

l.'NTI lh 'L\H1'N YA;,,JCi lH<:1,/\ldllR SAMl'!\I 111,::'iCA'.li .l 1 l)f·'.~E\1Lll·:R 20Xl ll-\r\ ~<JX!l 

Berikut rnerupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas 

SKPD. 
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SAL, 
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang 

N 

La po ran Operasional, Laporan Perubahan Laporan 

11 l~EWA,JJL'.AN ,JANGKA l'AN.JANC 
1ci l.lr.ar.i,: Dalarn Nci,:cri - Sr-ktor Pcrba nkn n 
4() !)[;~rig D13brn Nci,i,cri - Ohiigrc•;1 
47 Premium (Dis konto) Oblig"si 
48 lJt810g,fangka P.-1n.1ang Lainnva 
·1') Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 
~,O JUMLAH KEW AJIBAN 
;,1 
52 EKUITAS 
53 EE.VlTAS 
5·1 R/K PPh'.D 
55 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 
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h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

37 l,EWAJIRAN ,JANGl,A PFNDF:J.:: 
18 Ot;1nR Pr:rhit.11n;:pn Piha k Er:tig,c1 i'PFl-:) 
;~9 }-'endap:~!::1n l)il.erirw-1 !)lnluk,:l 
40 Utang Belanja 
41 lJra r.g .Ja ngka Pendek La innva 

R/K PPKD 
12 Jumlah Kewajfban Jangka Pendek 

35 
34 

xxx xxx xxx xxx 
X't..X xxx xxx xxx 
xxx xxx 
xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx 
xxx xxx 

xxx xxx 
xxxx xxxx 

Konstruksi daiam Perigerjaan 
Akumu lasi PeI1yusuta11 

,Ju mlah Asel Te tap 
ASET LAJNNYA 

'l'agil1an PenjuH\~111 ,\r1gs1rnH1 
Tu n tura n Cianri Rl1RI 
Kcrnirraa n dc.11g;1 n Pti1r-i k 1"~t.iga 
Asct Tak Bcnn1jud 
Asel Lain-Iain 

.Jn rnla h Asr:t Loinnva 
JVMLAH ASET 

ASl·:'I' Ti·:TN' 
Ta na l: 
Pera leuan dan Mesiu 
Gedungc!an Banguna n 
.Ialan, Irigas1 danJaringan 

15 
lti 
17 
18 
l'' 
20 
21 
22 
2:J 
24 
20 
26 
27 
28 
19 
30 
;31 
32 
33 

10 
11 
12 
1~, 
H 

8 
9 

ASE-T 1.ANCAI~ 
Ka"S di Bc11,;lal1,~r,3 Pr:ngel11aran 
Ka s di Rc:ncL1t1a1·a !·'er1eri111aan 
.nvestas i .Jangka Penclek 
Hutang Pajak 
Pi u tang Rcr.rihll ~ i 
h:rn·isihan Piurang 
Hcl<'.111.Ja Dibayar Di1:1u ka 
}!i'.igla11 Lancar Tagiha n Penjuala n Ar.gsur« 11 

Bagian L;:;nc;ir 'l'11nt.11tar1 C}H111..i f.:'ugi 
Pi11r.;.:in~ l.ai n nya 
Pc1·sediaan 

,J11 mla h Asel. L~UK'l:ll 

2 
3 

ASET 
Uraian 2ox1 20XO : 

xxx xxx 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

1XXX.1 (XXX) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx xxx "'\.~V'-' -, ,•, .·, 
xxx xxx 

{XXX) fXXX) 
xxx xxx 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
xxx xxx 

xxxx xxxx 
KEWAJIBAN 

NO 

Unit Organisasi : 1 20 OS LWl-'MD 

Sub Unit Organisasi 2D 05.01 Dl-'!-'10\D (S1"PD) 

Urusan Pemerintahan ; l . 

Bidang Pemerintahan: 1.20 

Urusan w.,.iib 
Ot01lOJ11i Dnernh, F'crncrunu.run Un1u111 Adri-1in1strasi E..euang<1n clar.rah, 

Pera ngkat Dacrah, l~cr,,q,;a\.., aia n da n Persandiaau Adruinistras 

Kcua ngan 

PEMERINTAH KABUPATEN . 
NERACA 

f'l·:1-: :n OESEMBER 20XJ DAN zoxo 
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J 

1.1 I Maksud dan tujuan penyusunan laporan I 
keuangan SKPD I 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan j 

keuangan SKPD I 
1.3 Sistematika penulisan ca ta tan atas laporan ! 

keuangan SKPD 1 
' ' Bab n Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD ! 
: 

' 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja I 

keuangan SKPD 
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam 

pencapaian target yang telah ditetapkan 
Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 

3.1 Rincian dari penjelasan ma sing- masing pas- 
pas pelaparan keuangan Pemda 

! 3.1.1 I Pendapatan 
! 3.1.2 I Beban I ! 
I I 3.1.3 I Belania I 

Pendahuluan I Bab I 

SKPD 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaparan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pas yang 

disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 

5) Informasi yang diharuskan aleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan 

6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laparan 

keuangan. 

makra; 

diungkapkan di dalam Catatan atas Laparan Keuangan antara 

lain: 

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaparan dan Entitas 

Akuntansi; 

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 



5 l 

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi keuangan secara la_vak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah 

sebagai berikut: -./ 

memadai, yang internal pengendalian sis tern 

pernyataan bahwa l.aporan Keuangan telah disusun berdasarkan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi Tanggung Jawab. 

menyampaikan kaporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk 

dikonsolidasi haru s dilengkapi dengan Surat Pernyataan 

anggaran pengguna saat pad a sehingga jawab 

SKPD meru pakan tanggung milik daerah. Laporan Keuangan 

penggunaan anggaran barang dan penggunaan 

sebagai SKPD keuangan laporan 

menyusun 

akuntabilitas 

untuk 

alat 

sistem menyelenggarakan 

SKPD akuntansi, 

akuntansi 

entitas wajib Sebagai 

1. Membuat Pernyataan Tanggung .Iawab 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset clan 
kewajiban yang timbul schubungan dengan , 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan ] 
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan : 

L. basis kas, untuk entitas akuntansi/cntitas i 
pelaporan yang menggunakan basis akrual ! 

_ pad'?- Pemda. ' 
j Bab IV I Penjelasan atas inforrnasi-informasi nonkcuangan _ 
1 ! Pemda 
I Bab V [_P_-e_n_u_t_u----"-p _ 

>-------------1>-------+-l-3_. l_.-4 I Aset 
>-------------.1_3_._1_.~ • Kewajiban _ 

i 3.1.5 i Ekuitas 
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( ) 
NIP. 

Kepala Dinas / Badan/Kantor 
xxxx, ······················ 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian 
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerin tahan. 

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun Anggaran . 
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

KEPALA SKPD 
DINAS / BAD AN /KANTOR . 

Pemyataan Tanggung Jawab 
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( ~·····) 
NIP. -------- ··--··· ····---···----- ~------ ·-- 

Kepala Dinas/Badan/Kantor 

XX..'L"X, •••••.••.••.••••••.••. 

KEPALA SKPD 
DINAS / BAD AN/ KANTOR. . 

Pernyataan Tanggung J awab 

--------·-- ··--··-- ------- 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ,~ 

! 

i 
I 
i 

I 
La. poran Keuangan Dinas/Badan/Kantor. .. . .. .. Tahun Anggaran . 
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. ' 

I Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistern pengendalian 
! internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 
! anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 
I Perrierintahan. . 

I 
I 

I 
! 


